
 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   77  TAHUN  2011 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009  

TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa untuk lebih mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

kementerian negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011; 

MEMUTUSKAN … 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 1 

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang 

selanjutnya disebut dengan Kementerian sebagai berikut: 

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan; 

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 

3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

4. Kementerian Sekretariat Negara; 

5. Kementerian Dalam Negeri; 

6. Kementerian Luar Negeri; 

7. Kementerian Pertahanan; 

8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

9. Kementerian Keuangan; 

10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

11. Kementerian Perindustrian; 

12. Kementerian … 
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